
PEMBAHARUAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKU UNDANG-UNDANG 
DESA TAHUN 2014 DALAM MENJAGA EKSISTENSI NEGERI DI KABUPATEN 

MALUKU TENGAH 

 

Yohanes Pattinasarany*, Natanel Lainsamputty**, Dezonda Rosiana Pattipawae*** 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

Jalan Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, Indonesia 

 

 

disampaikan Oktober 2023 – ditinjau Oktober 2024 – diterima Desember 2024 

 

 

*Alamat korespondensi: j_pattinasarany@yahoo.com 

**Alamat korespondensi: natanellainsamputty@gmail.com 

***Alamat korespondensi: pattipawaeonda@gmail.com 



 

362 
 



 

363 
 

 

 
1 Sutoro Eko, 2014, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, hlm. 

14. 



 

364 
 

 
2 Soehini, 2002, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah, Liberty, Yogyakarta, hlm. 66. 
3 Lihat penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait dasar pemikiran. 
4 Jimly Asshiddiqqie, 2015, Gagasan Konstitusi Sosial. Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan 

Sosial Masyarakat Madani, LP3ES, Jakarta, hlm. 12. 



 

365 
 

 
5 Chanif Nurcholis, 2017, Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI, Bee 

Media, Jakarta, hlm. 60. 



 

366 
 

 
6 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era 

Reformasi, Setara Press, Malang, hlm. 102. 
7 Iskandar Zulkarnain dan Ridham Priskap, “Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan 

Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi”, Datin Law 

Jurnal, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 1-22. 

 



 

367 
 

 
8 Marthin Riruma, et.al., “Pemerintahan Adat Dan Konflik Internal Di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut 

Kabupaten Maluku Tengah”, Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 59-79. 



 

368 
 

 

 
9 Muhtar, et.al., “Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat di Maluku”, Governabilitas, Vol. 

3, No. 2, Desember 2022, hlm 149-167. 
10 H. Zainuddin Ali, 2022, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24-25. 
11 Suteki, 2022, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok, hlm. 132. 



 

369 
 

 

 

 
12 Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas 

Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Rechtsvinding, Vol. 

8, No. 1, 2019, hlm. 38-54. 
13 Simon Thompson, 2006, The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction, Polity Press, Cambridge, 

hlm. 101. 



 

370 
 

 
14 Muhammad Yasin, et.al., 2015, Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pusat Telaah dan 

Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, hlm. 28. 



 

371 
 

 
15 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain 

Otonomi Desa, Alumni, Bandung, hlm. 34. 
16 Mashuri Maschab, 2013, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Polgov, Yogyakarta, hlm. 176. 



 

372 
 

 
17 H.A.W. Widjaja, 2003, Otonomi Desa Masyrakat Otonomi Yang Asli, Bukat Dan Utuh, PT Radjawali Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 7. 



 

373 
 

 
18 Ibid. 
19 Amaliatulwalidain, “Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat Memahami Pendekatan ‘Self Governing Community’ 

Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau”, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Vol. 2, No. 1, 

2016, hlm. 1-8. 
20 Sjahmunir. 2006, Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya di Sumatera Barat: Pemerintahan 

Nagari Dan Tanah Ulayat, Andalas University Press, Padang, hlm. 4. 



 

374 
 

 
21 Hanif Nurcolis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, hlm. 221. 
22 R. Yando Zakaria, 2000, Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru, ELSAM, Jakarta, hlm. 

23. 



 

375 
 

 
23 Ibid, hlm. 36. 



 

376 
 

 
24 Sadu dan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Fokus Media, Bandung, hlm. 29. 
25 Jimly Asshiddiqie, 2010, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 278. 



 

377 
 

 
26 Ni’matul Huda, 2013, Otononomi Daerah, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 40. 
27 Ibid, hlm. 206. 
28 Agus Pribadiono, “Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara 

Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan”, Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 18. 



 

378 
 

 
29 Chanif Nurcholis, 2020, Pemerintah Desa Nagari Gampong Marga Dan Sejenisnya Pemrintahan Tidak 

Langsung Warisan Kolonial Yang Inkonstitusional, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 21. 
30 R. Yando Zakaria, Loc.Cit. 



 

379 
 

 

 
31 Adli Hirzan, “Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam 

Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau, Indonesian”, Journal of Religion and Society”, Vol. 02, No. 01, 

2020, hlm. 47. 



 

380 
 

 
32 Taqwaddin, 2010, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di 

Provinsi Aceh, Disertasi, Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 34. 



 

381 
 



 

382 
 

 
33 Penetapan Negeri sebagai bentuk dari Desa adat harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Penetapan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa 

Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
34 Natanel Lainsamputty, “Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penataan Desa”, Bacarita Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 56. 
35 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemeirintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Juli 2023, 

Masohi. 



 

383 
 

 
36 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Hak Uji Materi dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 191-194. 
37 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 

19, No. 3, 2007, hlm. 387-388. 
38 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan 

Kepalitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 216-218. 
39 Yohanes Pattinasarany, “Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat 

Daerah”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 218. 



 

384 
 



 

385 
 

 
40 Wawancara, Loc.Cit. 
41 Supriyadi, et.al., “Application of the Adat Principles Barenti ko Syara’, Syara’Barenti ko Kitabullah in 

Sumbawa Regency”, International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), Vol. 11, No. 04, 

2023, hlm. 408-410. 



 

386 
 

 
42 Indah Dwi Qurbani dan Muhammad Lukman Hakim, “Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat”, 

Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 92. 
43 Muhammad A. Rauf, “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, 

Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No.  2, 2016, hlm. 419. 



 

387 
 

 
44 R. S. Noor, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan 

Tengah”, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 115-131. 



 

388 
 



 

389 
 



 

390 
 

 

 
45 Inosentius Samsul, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jurnal 

Negara Hukum, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 128. 
46 S. Warjiyati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom”, Ahkam: Jurnal 

Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 389-410.  
47 A. Hadi, “Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Implikasi Hukum setelah 

berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, 2017, hlm. 162-174.  



 

391 
 



 

392 
 



 

393 
 


